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ABSTRAK
$udi ini meneliti tentang Kajian Perlindungan HAIM bagi Narapidana Perempuan]"^", .-i,"o" Pemasvarakatan/RLltan di Sulawesj Selatan' Tujuan penelltian
-rlentasi perllncJungan HAM narapidana;-lt aoa'ah untul. '-1engelahui: 1) i-iplamertaSl  "our 9d 
^ 
n ryr I rd  ,P-we 
-
".r..ouun 
pada Lembaga Pernasyarakatan di Sulawesi Selatan 2) kond sl
"- 
"-';;;;;;*.prun 
.Jlu[, *"'g' binaan pada Lembaga Pen]asyarakaian/
aiJn oi srrut""i selatan 3) kondisi sarana dan prasarana Lembaga
e"-""t"t"t","" sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana'
khususnya narapidana perempuan 4) fai :or pendukung dan penghambai
-n*n]"n,u", perlrndungan HAIU narapidana perempuan pada Lembagap"i,r"u"r"i"t""ln"tan dr-sulawesr Selatan Lokasi penelltian dltetapkan dengan
iJnlr. q,ror, 
"u.pfrg Adapun 
lokasi yang drprL h yaitu Rutan Ke a-s 
': Y-1::1
rapas kelas llAWanita Sungguminasa Lapas Ke as ll B Takalsr' RLltan re as
ii eu,rr, rup." Kelas Il B iare-Pare dan Rutan Kelas ll B Pinrang Subiek
O"fu. p"n"fiiiun ini sebanyak 257 naapidana perempuan Hasil penelitian
L.nrnruffan rafrwa. 1) lmplementasi perlindungan HANI narapidana perempuan
,,,u,n ilii"t'" 
""0"i berlalan dengan 
barh yatu a) merakunan ibadah sesuai
;l;;,;;;;t" dan repercavaan; b) perawatan jasmani; c) mendapatkan
""i""'1"r"'r."""n""n medrs iang layak; d) mendapatkan layanan n'rakananir.7[t}, .i..tt,.mparhan treiunan t<epada petusas; 0.9"1"" b":1ii-t"
I 
"iii,lu. ",". ..jo a massa larn'ya 
o) serta d'ber''dt lvaPtL'rJang menerrmr
\*lJnf n i"'ru 9, penasirrat hrl uni ataLr orang tenenlu lar'rnya Ada lima
nalrrm berialan de'qan ba l yoilJ al oendidika^ dan p'ngajalan
;"n"o ;; i;;;.,i"" b"nt'un oun 
' 
ru"an psr\olog : ur penbe-ian bimbr.tga-
ll}":f :;HJ,;';;';;;;;;i"; uoar aus ke atinar Ia"9": 
",.s : l::11:inl".r 
-"n,lroattan kesempatan berasimilasi termasuk cuti dan mengunlungi;:i :J;"';i?;;;;=; o"'r.. ii""' dan spirituar narapiriana perempuan sudah
l;ff"1.n;;;;;;;,'i r"i'p' ^ona'"' p'iroros s narapidana peremp'a1 perr-#;"il;;;r;iian t<',r's.,s. 3, r.ondis, sarana dan Drasa'ana lembaga
^.--""".-u tr. .rarh representative letapidipeiuka''] sapasftas penar'lpdngan
::;";;; 
',". 
r.o'n ruas 4) Ada rma aspek vang menjadi pendurLrng oan
;#:";"iil;;uniJ"i-p''t '.ounsun lAt o.i!ilTl f :":l:i1.1:1"" "'
""n6u'"n 
o, sumber daya (pelugas) c) harakler narapidana' d) sarana oan
;,""s,a-,;, ; kepedJLar len^baga leroaga la n dalam berkontribusi Ierhadap
pembinaan naraPidana PeremPuan
ABSTRACT
Th'e ail.lv examtnes the Protectlon of H uman Rights for Woman in Prison
,::-";:".":;;;,h iu awes tne arrn of this studv' was to determine: 1)
i-^'i'L".i'* 
"r 
tne human rLghts protection ofwoman prisoners in prlson
i;5;r,; a;;;"; 2) lhe concl tron of woman prisoners as inmates in prison
i;:;l;;;;;;l 6; the conortion or facilities and infrastructure prison'll ii'it,l* ,-t l I";'oiiing factors in tne implementation of the human rights]l^-'^""i 
^"" "r *n-rn oiito"u," rr p'lsor in south 
sulawesr' Resea"h
i.-ii""l. a",",t,"ed by oLold sdmpling technique T'e se ected ocallo-
i"liri"on cru"" llB Makassar wornan Prison class llA in Sunggumlnasa'
-- 
'^- i ,.-rr B n lakala Prison C dss lB in Ba u P son Cross llB rn
;ri;:;:';,-";Jo' 
"oc 
class I B Pinra'9 subjecrs in t.^'' 
"t1dl.Y^:'"
iiz-*o-n"n p-'to""ls I1e re't 15 showeci t'rdl: 1' There ale se\e" cllterla
i^-. 
-it.rn"ntu,'oa of hu'1an ligl_ts oroleclion wome' priso^e-s has been::'-^:;,, -;r;"-," ar To wo-si'p acco'drng to the rer'g on and oerief b)
11""j""i""r", 
"i,jotain aoequate medical health care; 
d) get decent food
:;1":;;.-; j;r;rn i a complaint to the officer; f) obiain readins materials
i" ji"l"iti,r.r"i u-adcast media; and 9) are given free time. receil'€ family
"i.it", iusri ""r"""1 
or oiher particular person There 
"l: liY.'",:'l::]: jt'
'-^,.-""r,r,'on of huraan rq nls 
prot'cllon women o'lsoner s who have n01
l.:i:;";i;;;J 
";meLv 
-a) 
eiucatlon and teachins; b) the provision of
".:i;i;;"; ;;;'v;;;;li* oJidarce 
c) provid'nq suida-(e sp:'ituar /
,"i;;,;:;;;,;",;;;es foithe wo r dor e and er sei a chance to assimilale
'n.iuiirq r""u"" "nd uiriti''g 
fam ti zt ol'ysical socia a'rd spiritual
:;;;1 
"i. ;;' *ooon p 'oie'" have 
bee^ hple'le-ted wer Bul the
p"V"frofog cal condltlon women prisoners need special attention 3)
facllitiesandinfrastructureprlsonclassifiedrepresentatiVebultherequired
.1"|"n.. 
"-o"",tu *'oer 
prlsoners 4) There are five aspects of the enabling
;;;"i;i;i;s implementatron of human rights protection in..women
".,.".",. ""i]"fu, a) lhe oJdget b) human resources {pe'sonnelr' 
c)1he
ar,rluat"' oi p soners d, lacr'l es a'rd lrfrastructure el concern olnFr
insiitutions in contributlng to guidance women prlsoners'
:
s
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KATA PENGANTAR
p,, 
.:n E/-KJr Ia-ni parial'ar \eraoral Alah SV\]- la'e_a alas la'Jf \ dar
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Bagl Narapda'ra
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bnit
Penelilian ini merupakan upaya Bailbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk
-"tib"t;;; l;;;rs;l feigrru"n tlnssia'n embaga dalam melakLrkan 
tajian.terhadap
';;;;;;; nr"r, n."" rulun"ii Bagi Narapldana 
Perempuan Pada Lembaga
Permasyarakaian dl Sulawesl Selatan
Pacla dasarnya hak dan kewajlban antara narapidana permpuan. dan
""r"pla"l"-rrtiluti 
ldduh aunlu hanya saja dalam konteks tedentu narapidana
^^,^-^,." n.-,r m-ondaDatar beb'rapa petlJl-an khu'us d ba,ldlngl'anlrlrp.Sri,'ru r"_ iaera rFre!abe beoaodar oeberaoa ha oia'lala_ya karena
";";;-;; "".pLn)ai kodrar \a.lg 
ldar on'lk'or'h 'araoida-a l"Pi-lal' sepe-li
Ilr-or#t'"-,"J 
".brro 
ha'ril rrelahirlan odr "ne-vusu olehlalera rtJ ha-\ 6ak
;" 
";;;-;" ";orr" 
perlu mendaDa 
'orhalran khusus 
bar' nelJLt urdang-
'io"^n ta c"" oleh pelugas Le.roaqa peInasyara\atan di seu'Lh wr'ayah
lndonesia
^epada 
senLa pihal yarq tela' herpaa Joasr alas te,d\sananyd pene' an
,n. o'rarpt 
"n 
.er'Ta kacr_ oan pelgtargaar yang sebesar-be"arny€ 
--atas
,""r"t4"_* penelllrar oa'1 panuhran raoorar se'noga Perjasama tsa ltbangoa
5;;:X:,:;:.j ;;:;,a' ie-sar Len-baqa Pelerrrrar rrnrve stas Nese- '4akassar
n,i.r, 
--..1"'nrn.o"L o-. t"lr,,t'odn- taial oe lnoLnga hAVpaoa embaga
:i;..;-"i;;; at su'awes se arar I rus rsnl a bsoi nara' rdana perenpuan da-
.-r;;";-.;ut"g "ta oroerrranoopa- oo-r'a-laar A-rr'r Ya Raobr Alr-ni-
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Narapidana atau warga binaan merupakan bagian dari kom!nilas
masyarakai suatu bangsa. Keberadaannya tidak terlepas dari peran serta
masyarakat sekitar dalam kaitannya lerha.dap perbuatan melanggar hukum
Walaupun demikian selaku manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormail
dan dijunjung tinggl oleh negara, pemerintah dan hllkum Setiap orang berhak
memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat teimasuk hak
untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi Kovenan lntemasional
lentang hak sipil dan politik pada pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa
tidak seorangpun boleh menjadl sasaran penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia (Konvenan lnternasional- www.hukumonline-com)'
Dalam Undang_undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 menyebutkan
bahwa, lsisfem pemasyarakatan diselenggarckan dalam rcngka membentuk
warga binaan pemasyarakatan agar meniadi manusia yang seutuhnya
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana
sehingga dapat diteima kembali oteh lingkungan masyarckat' dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara waiar sebagai warga
yang baik dan beftanggung iawab".
j.:,
Pada kenyataannya walaupun mantan narapldana tersebut telah
menjalani masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), banyak
n'rasyarakat yang masih menganggap bahwa mantan naraptdana adalah
kelompok masyarakat yang harus dihindari, diwaspadai bahkan djasingkan dari
pergaulan masyarakat, sehingga mereka cenderung sL.llit unt!k bersosialjsasi.
Misalnya saja pada saat mereka rnencari pekerjaan di luar, kendatipun di dalam
lapas rerela telah o.beRaL dergan keleran-pilan. letdpi 1ai terseoLt menjao:
sia-sia karena mereka teJah dikenal ntelalui identitasnya yang buruk. Hal lni
jugalah yang menjadi salah satu penyebab tidak sedikit yang akhirnya jLrstru
mengulangi perbuatan jahatnya, atau lazim disebut residivis (petrus, i995).
Dibutuhkan sebuah tindakan untuk memberikan hak yang layak bagi
narapidana untuk tetap mampu belajar dan bersosjaljsasi dengan baik setelah
menjalani masa hukuman didalam Lapas.
Pada dasarnya ietiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri
untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hak ini mefrjpakan hak asasi setiap
individu, tidak terkecuali bagi orang-orang yang sedang tercabut
kebebasannya, yaitu narapidana yang sedang menjalani pidana di dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Hak pengembangan djri juqa dapat dikatakan
sebagai hak konstitusional karena telah dijamin oleh UUD '1945 dan diperkuat
lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 28 C ayat l UUD Negara
Republik lndonesia Tahun 1945. Demikian halnya narapidana perempuan yang
dimaksud, walaupun ia merupakan warga negara lndonesia WNI) yang hilanq
kemerdekaannya karena menjalani masa pidana dalam Lembaga
Pemasyarakatan, namun mereka harus ietap diperlakukan sesuai dengan
aluran yang berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebagai negara hukum hak-hak narapidana dilindungi dan diakui oleh
penegak hukum, khususnya para ;laf di dalarn Lembaga Pemasyarakatan.
Naracidana juga hartts diayomi hak_haknya walallpun telah melanggar hukum.
D;sampirg jtLr narepidana iL?a tidaP seharusnyx mendapatkan pelakuar yorg
tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak
adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang
No. 12 tahun 1995 Pasal 14 secara tegas dinyatakan bahwa narapidana berhak
atas beberapa hai, yaitu:1) melakukan ibadah sesuai dengan agama ataLl
kepercayaannya; 2) mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani; 3)
mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makan yang layak; 5) menyampaikan kelLlhan; 6) mendapatkan
bahan bacaan dan mengikuli siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) menerirna
kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9)
'nendapatkan pengLrrangan masa pidana; 10) mendapatkan kesempatan
berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga; 1l ) mendapatkan
.€mbebasan bersyarat; 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan; 13)
-endapa'ikan hak-hak naEp\dana sesua\ dengan peraturan perundang-
--dangan yang berlaku.
Pada dasarnya hak dan kewajiban antara narapidana perempuan dan
narapidana pria adalah sama seperti yang dipaparkan pada Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 1999 Bab 2. Hanya saja
dalam konteks tertentu, narapidana perempuan berhak mendapatkan beberapa
perlakuan khusus dibandingkan narapidana piia oleh karena mereka berbeda
dalam beberapa hal, diantamnya karena perempuan mernpunyai kodrat yang
tidak dipunyai oleh narapidana pril seperti menstruasi. hamil, melahirkan. dan
menyusui. Oleh karena itu, dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlLi
mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh
petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah lndonesia (Suparji,
2011\.
Berdasarkan keterangan Kepala Rutan Kelas I Makassar balrwa, kendala
terbesar yang dihadapi oleh pihak Rutan adalah sangat terbatasnya daya
larnpung, diikibatkan tidak proposionalnya antara jumlah tahanan yang masuk
dan yang keluar, dimana jumlah tahanan yang masuk seringkali lebih banyak
dari pada jumlah yang keluar. Kondisi inilah yang menjadi stimulan terjadinya
beberapa penyimpangan di lingkungan Rutan ataupun Lapas.
Seorang perempuan bernama Ds (29) sempat dirawat di RSUD karena
melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan /odon Autan; Ds dj
duga stres menjalani masa hukumannya di dalam Lapas (y4444l[3]19!ia!.e9@).
Se6-ang narapidana perempuan kasus narkoba diduga diperkosa di dalam
Lapas Tual, l\4aluku. Narapidana perempuan berinisial Ra (23) diduga
diperkosa oleh sopir Ka. Lapas berinisial Yp (www.okezone.com). Seorang
narapidana perempuan berinisialCAl\4 (30), melarikan djridari Rur.ah Tahanan
(Rutan) Lhok Nga, Aceh Besar. Kepala cabang Rutan Lhok Nga, Eko yL]ljanto
mengalakan, CAM melarikan diri setelah djberi izin komandan regu jaga,
L4uhammad Yusuf tanpa sepengetahuan dirinya. Alasan CAfl keluar adalah
untuk menjenguk orang tua yang sakjt (\a M/r'. tempo.com).
Naraoidala yang diren_oatkcr di Lerrbaaa Pe.n"syarakatar telrL t.ddh
hanya menjalani masa pidana secara fisik misalnya makanan yang dijatah,
tetapi juga pidana secara psikologis seperti hilangnya kebebasan individu,
kasih sayang dari anak atau pasangan. Pidana secara psikologis merupakan
beban terberat bagi setiap narapidana. Menurut Meilioa (2013) dampak
psikologis pada narapidana banyak dialami oleh narapidana pada awal masa
pidana. Hal tersebut dikarenakan narapidana membutuhkan waktu untuk
'nenyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata lertib baru yang terdapat dl
dalam Lembaga Pemasyarakatan.
lvlenurut Bartol (A.zani, 2012) dampak psikologis dari hukuman pidana
yang diterima oleh narapidana antara laln /ost of personality, yatlu individu akan
merasa kehilangan kepribadian diri, dan identitas diri akibat peraturan dan tata
cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lost of secuity, me.upakan
keadaan dimana individu merasakan hilangnya rasa aman terhadap diri
mereka. Losl of libetty', rnetlpakar, suatu keadaan dimana individLl merasa
kehilangan kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan da'arn
berpendapat, kemedekaan membaca surat kabar secara bebas' dan
k-Amerdekaan dalam melakukan hobi. Losf of personal cammunication, adalah
hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun Lost of gaod
and service. adalh kondisi dimana individu akan merasa kehilangan akan
pelayanan, oleh karena selama dalam Lembaga Pemasy6'akatan mereka
hidup terpisah dad keluarga dan ditllntut untuk berusaha sendiri dalam
menghadapl hukuman pidana yang diialaninya Lost of heterosexual' yailu
suatu kondisi dimana seorang narapidana kehilangan naluri seks, kasih sayang
dan rasa aman bersama keluarga Selama menialani masa pidana, narapidana
ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya' Lost of prcstige'
merupakan suatu keadaan dl'nana seseorang akan merasa kehilangan harga
dirinya. Losf al belief, yailu keadaan dimana seorang individu merasa
kehilangan rasa percaya dirinya akibat tidak adanya rasa aman dan befuagai
perarnpasan kemerdekaan.. tost or creativity, yailu hilangnya kreativitas
;ndividu. Selama menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan'
narapidana juga merasa terampas krealivitasnya, ide-idenya, gagasannya'
imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya.
Upaya pemenuhan dan pe lndungan HAM bagi narapidana perempuan
tidak hanya sekadar diwujudkan dalam bentuk undang-Llndang dan atau
kebijakan, tetapijuga seharusnya diwujudkan dalam bentuk implementasi oleh
petugas di dalam Lembaga Pemasyarakalan.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang' maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya perlindungan HAN4 narapidana 
perempuan pada
Lembaga Pemasy'arakatan/Rutan di Sulawesi Selatan'
2. Kondisi narapidana perempuan selaku warga binaan 
pada Lembaga
Pemasyarakaian/Rutan di Sulawesi Selatan belum terpenuhi
3. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan/Rutan sebagai wadah 
melakukan
pembinaan terhadap na'apidana' khususnya narapidana 
perempLlan
belum baik.
4. FaKor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan 
HAM
narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan 
dl
Sulawesi Selatan
C. Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini' adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan HAM 
narapidana
perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan di Sulawesi 
Selatan-
2.Untukmengetahuikondisinarapidanaperempuanselakuwargabinaan
pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah
melakukan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana
perempuan,
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi
perlindungan HAM narapidana perempuan pada LembaJa
Pemasya.akatan/Rutan di Sulawesi Selatan
D. Manfaat Hasil Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. lManfaat Praktis
a) Hasil penelitian ini diharapkan m,,'njadi masukan yang berguna bagi
pengambil kebijakan (policy makers) untuk memajukan atau
mengembangkan HAI\,4, serta rnendorong penegakan HAIM
khususnya bagi nalapidana Pere.mpuan.
b) N4emberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan agar dapai
memberikan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak
narapidana perempuan.
2. Manfaat Akademis
a) Mengembangkan penelitian kebijakan dan imptementasi kebiakan
sebag6i bentuk pengembangan khasanah keilmuan.
,l
b) Dapat digunakan sebagai bahan lnlormasi mengenai HA[y' bagi
khalayak khususnya terkait perlindungan HAM bagi narapidana
perempuan pada Lembaga Pemasyarakaian di Sulawesi Se{atan'
c) Perintisan model perlindungan dan sekaligus pemenuhan HAlvl bagi
narapidana perempuan deng6'' pendekatan komprehensif'
3. Manfaat bagi Peneliti
a) Momahami aplikasiilmu tentang HakAsasi Manusia
b) Memahami metode penelltian kebijakan
c) Terbuka peluang bagi para peneliti kebijakan terutama para peneliti
nluda untuk meningkatkan kompetensinya (pengetahuan' sikap' dan
- keterampilan) dalam menjalankan penelitian kebijakan'
E, Rancangan Kebiiakan
Adapun rancangan kebijFkan yang akan dihasilkan yakni memberikan
serta memaparkan kondisi yang sebenarnya terjadi terhadap perlindungan
HAM bagi narapidana perempuan berdasarkan rencana' sistem dan strategi
pertindungan HAM secara efektif Hal tersebut dapat merancang terciptanya
pemenuhan kebutuhan hak khusus bagi narapidana perempuan selama
menjalani masa tiahanan'
BAB II
TINJAUA.N PUSTAKA
Landasan Teoretis
1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan
a" Sejarah Pemasyarakatan di lndonesia
Dalam konteks lndonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada
za'ran penjajahan. Pada zana-t VOC pun belum dikpnar istilah penjara
seperti sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuniukan baqj
perempuan tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dah
sebagainya. Di dalam rumah tahanan tersebut para tahanan diberikan
pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi .umah taharran hanya ada di
Batavia, yang terkenal dengan Spln,hu,s dan Rasphuls (Andi Hamzah,
1se3).
Pembinaan narapidana di lndonesia secara konstitusional di;enal
sejak berlakunya Reglemen Penjara (6esichfen Regtement 1.917 Nomor
708), yang dibuat oleh pemerjntah koloniat Belanda sebagai realisasi
ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam pasal 10 KUHP.
Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata
terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan
pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan telihat dari
ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak d;capai dad penjatuhan
pidana. Selain itu juga terlihal dari adanya kewajiban narapidana untuk
I
I
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mengikuti pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara lnstitusi yang
digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi
narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak 
yang bersalah
Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak
dikenal gagasan pemasya€katan yang dikem( kakan oleh 
Sahardjo'
pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa 
dalam bidang ilmu
hukum dari Universitas lndonesia pada tanggal 5 Juli 
1963 Dalam
pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara'
sebagai berikut :
1) Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rqsa 
derila pada
terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak' 
membimbing
terpidana bertobat' mendidik supaya ia menjadi seorang 
anggota
masyarakat sosialis lndonesia yang berguna'
2) Tujuan dari pidana penjar: adalah pemasyarakatan (Sahardjo 
dalam
Muladi, 1992)
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 
tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan 
adalah
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan
berdasa*an sistem' kelembagaan' dan cara pemidanaan 
yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan
pidana
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Gagasan pemasyarakatan pada hakikatnya bersumber pada
falsafah pernbinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo
bahwa, "...narcpidana bukanlah orcng hukuman melainkan arang
tersesat yang menpunyai waktu dan kesempatan untuk beftobat. Tobat
tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan.'
(Sahardjo dalam Petrus lrawan P & Pandapotan Simorangkir, 1995).
Berdasarkan gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak iahun 1964
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan
mengalami perubahan secala mendasar, yaitLt dari sjstem pemenjaraan
menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian tentang sistem
pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12
tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas, seda cara
pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat unr.uk
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakaian agar me.eka
dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga neqara yana
baik dan bertanggung jawab.
Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup
perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat lnstruksl Kepala
s
*
12
Direktorat Pemasyarakatafl Nomor J H'G 8/506/ tanggal 
17 Juni 1964'
Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi
Lembaga Pemasyarakatan Dengan adanya sistem 
pemasyarakatan'
lujuan pidana penjata tidak iagi hanya sekadar penjeraan' 
tetapi jLlga
merupakan usaha rehabitiiasi dan resosialisasi Warga 
Binaan
Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan 
diayomi melalui
pembinaan, bimbingan dan diberi keterampilan sebagai 
bekal hidup agar
dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat
b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan yaig selanjutnya disebut Lapas 
adalah
tempat untuk melaksanakan pe"mbinaan Narapidana 
dan Anak Didik
Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomot 12 Tahun 
1995 Tentang
Penasyarakatan) Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia' 
tempat
tersebut di sebut dengan istilah pqdgra'
Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses 
pembinaan terpidana
yang didasarkan atas asas Pancasila' yaitu memandang 
terpidana
sebagai makhluk Tuhan' individu' dan sekaligus 
sebagai anggota
masyarakatdansistempemasyarakaatinitetapmengedepankanhak-hak
narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
(Direktorat Jenderal Hukum
dan perundang-Undangan Departemen Kehakiman' 
1997)
Lembaqa Pemasyarakatan didirikan disetiap 
ibukota kabLlpaten
ataLl kotamadya, namun bila diperlukan dapat 
didirikan di tingkat
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kecamatan atau kota administratif. Hal tercebut dimaksudkan guna
meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan dalam memeroleh
keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya, dengan
memperhatikan perkernbangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan
penduduk dai. peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah
kecamatan atau kola administrasi yang bersangkttan.Untuk mewujudkan
pelaksanaal f,idala yang efektif dan elisien. maka Lembaga
Pemasyarakatan (lstianah, 2000) dibagi ke dalam beberapa kelompok,
yaitu:
1) Menurut usia :
a) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
b) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
c) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa
2) Menurut jenis kelamin
a) Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan
b) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
3) Menurut kapasitasnya :
a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll
c) Lembaga Pemasyarakatan Kelas lll
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c. Pembinaan naraPidana
Secara umum proses pembinaan na€pidana dengan Sistem
Pemasyarakatan lndonesia terdiri atas 4 (empat) tahap' yaitu (Sujatno'
2A04),
a) Tahap pembinaan awal (maximum security) Pada tahap ini suatu
Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyelidikan terhadap 
hal
ikhwal narapidana, yaitu s€bab dilakLlkannya suatu pelanggaran
Tahap inl dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus 
sebagai
narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya Masa ini
juga merupakan masa odentasi berupa masa pengamatan'
pengenalan, dan penyelidikan lingkungan yalg dilakukan paling lama
satu bulan. Pada tahap ini puta para narapidana mendapatkan
pembinaan kepribadian seperti pembinaan kesadaran.beragama'
pembinaan kecerdasan inielektual' dan pembinaan kesadaran
hukum.
Pembinaan tahap pertama inidilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
dengan Pengawasan maksimum'
b) Tahap pembinaan lan)u\an (medium secuify) Pada tahap ini
narapidana dapat dianggap sudah mencapai perkembangan 
yang
menqgembirakan Maka kepada narapidana diberikan kebebasan
yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan
dalam pengawasan medium security lndikaior perkembangan 
yang
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c)
menggembirakan ialah dengan terlihatnya kesadaran atau
keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraluran dan
tata{erilb yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan Tahap ini
dilakukan setelah narapidana menjalani '1l3 (sepertiga) sampai %
(setengah) masa pidan'. Pada tahap ini narapidana memeroleh
pembinaan kepribadian lanjutan dan pembinaan kemandirian, seperti
kreativitas usaha mandiri, k.eativitas usaha industri kecil, kreativitas
sesuai bakatnya, dan kreativitas yang dapat mendukung usaha-
usaha industri, pertanian, maupun perkebunan dengan teknologi
tepat guna.
Tahap pembinaan (minimum secuity). Merupakan tahapan integrasi
berupa pembinaan laniutan di atas % (setengah) sampai sekurang-
kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahapan ini
witayah proses pembinaan diperluas dengan diberlkan izin dapat
melakukan asimilasi dengan masyarakat di luar wilayah Lembaga
Pemasyarakatan dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti
olahraga bersama, bedbadah bersama, pendidlkan disekolah umum,
dan melakukan keda bakti bersama dengan masyarakat di bawah
pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Tahap terakhir adalah integrasi pembinaan lanjutan setelah
nampidana menialani masa pidana di atas 2/3 sampai selesai masa
pidananya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani I bulan masa
d)
tahanan. maka narapidana dapat diberikan 
bebas bersyarat' iika
proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar sesuai 
yang
diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan'
Di dalam sistem pemasyarakatan dapat 
dilihat mengenai hak-hak
narapidana, karena sebagai negara 
hLlkLlm hak-hak narapidana itu
dilindungi dan diakui oleh penegak 
hukum khususnya para staf yang
ada di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana 
juga ldealnya diayomi
hak-haknyawalaupLlnmerekalelahterbuktimelanggarhLlkum'Tindakan
apapun yang dilakukan terhadap narapidana' 
baik yang berupa
pembinaan aiaupun iindakan lainnya 
seharusnya bersifat mengayoml
dantidakbolehbertentangandenganttljuansistempemasyarakatanitu
sendiri. Berdasarkan hal tercebut Baharudin 
Suryobroto (1991)
menyatakan bahwa dengan menerapkan 
sistem pemasyarakalan'
narapidana harLls diayomi dengan 
cara memberinya bekal hidtlp supaya
dapat rnenjadi warga yang berguna da{arn 
masyarakat Dengan
memberikan pengayoman tersebut' 
jelas bahwa penjatuhan pidana
penjara bagi narapidana bukanlah cjimaksudkan 
sebagai tindakan balas
dendam dari negara'
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa' 
dengan pelaksanaan
sistem pemasyarakatan bukan berarti 
negara memberikan pembalasan
terhadap pelaku tindak pidana atau 
kejahatan' melainkan untuk
:
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mengayorni dengan memberikan pembinaan dan bimbingan sebagai
bekal hidupnya seielah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
2. Tinjauan Umum Perlindungan HAM
a. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HA['4) terdi atas iiga strLlktLlr kata' yaitu Hak'
Asasi, dan f\4anusia Berdasarkan Kamus Besar Bahasa lndonesla 
hak
adalah sesuatu hal yang benar' milik' kepunyaan' kewenangan'
kekuasaan untuk berbuat sesuatLl (karena telah ditentukan oleh undang-
undang, aturan, dan s.ebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuattl
atau untuk menuntut sesualLl, derajat ataLl martabat'
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seiuruh umat
manLlsia sejak masih dalam kandungan tidak pandang bulu' golongan'
status, dan tingkat pendidikan Baik itu anak-anak' remaja' dewasa' laki-
laki atau perempuan sekalloJn HAV lahrr dari perjJangal ya_g par jang
dalam peradaban umat manusia, yakni Univercal Declaralian of Human
Rrghl pada 10 Desember 1948, yang dikenal dengan istilah fhe Four
Frcedoms, YaiI|']'.
1. Freedom of Speech and exprcssion (kebebasan berbicara dan
mengemLlkakan PendaPat)
Freecjam of Religian (kebebasan beragama)
Freedom frcm Fear (kebebasan dari rasa ketakutan)
'2.
3.
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4 Freedom frcm Wani (kebebasan dari kemelaratan)
HAN4 tak terpisahkan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945'
dan Negara lndonesia pun menjamin hak asasi warganya Hal ifi
iermaktub dalam beberapa pasal pada UUD 1945' seperti 
pada pasal 27
ayat ',pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 
30 ayat 1 dan pasal 3'1 ayat 1
Berdasarkan u€ian di atas' maka dapat dikatakan bahwa 
HAM
merupakan milik semua orang tanpa pandang bulu Setiap manusia
memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut' 
hak untuk
bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk mendapatkan
persamaan perlakuan di mata hukum' dan sebagainya'
b. Perangkat Hukum Nasional Tentang HAM
Membahas tentang perangkat hukum nasional yang terkait
dengan HAI',4 bagi narapidana, maka pada dasarnya ada 
5 macam
perangkat hukum nasional' Yaitu:
1) Undang-undang Dasar 1945
UUD tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik lndonesia
dirancang pada tahun 1945 Ketika meran€ngnya telah terjadi
pertentangan antara Soekamo dan kawan-kawan (sebagai pendki
Negara) dengan M. Yamin dan kawan-kawan (sebagai perancang
konstitusi), tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan ke dalam 
UUD'
Soepomo dalam pandangannya mengaiakan bahwa 
HAM sangat identik
dengan ideologi liberal-individual' sehingga tidak cocok 
dengan bangsa
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lndonesia. Sebaliknya menurut l\4. Yamin tidak ada alasan untuk menolak
memasukkan HAM dalam UUD. Akhirnya disepakati untuk
dimasukkannya beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang
dirancang tersebut, sebagaimana yang diatur dalafl beberapa pasal
UUD tahun '1945 (Leviza,2011).
Konstitusi Republik lndonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950
juga rnencantu:nkan HAtvl yang disebut dengan istilah Hak-hak Dasar
Warga Negara, kemudian pada Undang-undang Dasar Sementara iahun
1950 sampai '1959 disebut dengan istilah Hak-hak Kebebasan Dasar
l\ranusia, lalu setelah kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959,
maka UUD'1945 yang telah diamandemen menyebutkan dengan tegas
tentang HAIM, yaitu pada Bab X A, pasal 28 huruf A sampai J, yang
mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk melakukan perkawinan/
berkeluerga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memeroleh
jaminan hukum yang adil, hak untuk beke{a serta mendapatkan
imbalan, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, hak atas status kewarganegaraarl, hak kebebasan
memeluk aoama, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan
info.masi, hak untuk memeroleh perlindungan diri/ keluarga/ harta, hak
untuk bebas dari penlksaan, hak untuk kesejahteraan, hak atas jaminan
sosiat, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
diskriminatif,' hak identilas budaya/ masyarakat tradisional yang
l
dihormati selaras dengan perkembangan zaman' dan lain-lain Selain
dari hak-hak tersebut diwajibkan pula untuk menghormati Hak Asasi
Manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat' berbangsa 
dan
bernegara serta wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan
oleh undang-Llndang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan 
dan
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain'
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai saat 
ini
adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda 
yang disebut dengan
Wetboek van Strafrecht (WvS) l"4eskipun Dewan Perwakilan Rakyat
belsama pemerintah telah melakukan pembahasan 
Rencana Undang-
Lrndang di bidang hukum pidana yang terkodifikasi 
(RUU KUHP)' agar
dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional lndonesia 
gLlna
memenuhi keblltuhan hukum bagi masyarakat 
pada masa sekarang
hingga masa yang akan datang' namLln kiranya hingga 
saat ini belum
juga selesai dan belum melahirkan sistem hukum pidana nasional
sebagaimana yang diharapkan Oleh karena iiu hingga 
kini l'legara
lndonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana
warisan Belanda tersebut
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek 
van
straftecht (Wvs) mengatur ientang pelanggaran-pelanggaran dan
' kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum Pelaku 
kejahatan dan
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pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suaiu
penderitaan atau siksaan (Kanzil, 1986).
Selain daripada itu KUHP iuga mengatur tentang hak-hak
narapidana, diantaranya :
a. Pasal '16 ayat (1)
KeDulusan pelepasan dengan pe4anjian iLtJ dambil aleh MenPti
Kelhaiiman alaa usut atau selelah mentlapal habar dari pengu'us
tumah DeniaG diempol adanya si lerhukttm ku dan setelah mendap't
kabat dati'JdAsa. Keputusan itu ltd.l ahan diambil sebelum Dewan
Pusat utusan mempehaiki keadilan arang yang dilepaskan dari
penjara, didengar, yang pekeriaannya diatur oleh Menteri Kehakiman
b. Pasal 16 ayat (2)
Keputusan mencabut pe epasan dengan perianiian itu demikian pula,
keDutusan vanQ dtadakan karena melaAukan ketentuan pada pasal
15a, ayal kelima, diambil oteh Mented Kehakiman atas usul atau
setelai mentlapat kabat dari Jaksa ditempat tinggal si terhukum
Keputusan itu tidak akan diamb sebelumnya Dewan Pusat untuk
Re al as se ti ng d i d e n ga r.
c Pasal 16 r.ydr (3)
Se!ama ada hak aka'n mencabut perlepasan dengan perjaniian, maka
unluk hepentinqan keteftiban umum oQng yang ditepa" de'gan
penaniiai hu d;pa! ditahan. jiha ada persangkaan yang palut bahwa
selZma wal<u percobaan ilu ia petnan mela!'ukan perbualan yang
beftentangan dengan perjaniian yang diterangkan dalam surat
oermisinvi atas peinLah Ja|sa dilempat tinggal oraqg tlu tedanghan
'Jaksa diwaiibkan membeitahuhan hal itu dengan segeta kepada
Mentei Kehakiman
d. Pasal 16 ayat (4)
Kekuatan penahanan itu $elama-lamanya enam puluh hai Jika
nienahanai itu betsambung dengan penundaan atau dengan
'Dencabutan perlepasan dengan petjanian. maha menjalan|an
'hu\uman itu d;anggap nula, dilaAukan kembali pada hari penahanan
(K.U.H.P. 15,17). 89
22
Pasal lersebLlt di atas menjadi dasar bagi pelaksanaan proses
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa aslmilasi'
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas' dengan cara
membaurkan narapidana di dalam kel ldLlpan masyarakat lLlar Lembaga
Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas diberikan kepads narapidana
yang menjalani masa pidana atau sisa pidana yang pendek
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor '12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
Undang-undang ini merupakan tandasan hukum bagi 
pelaksanaan
sistem pemasyarakatan di lndonesia Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai
ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk
mencapai tujuan dari sisiem pemasyarakatan' melalui pendidikan'
rehabilitasi dan reintegrasi, disamping itrl sisiern pemasyarakatan 
juga
bertujuan untLlk mengembalikan warga binaan pemasya€katan sebagai
warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan' 
serta
merupakan pene€pan dan bagian yang tak terpisahkan 
dad nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila'
. 
-"'s!;!,sii1*&*le*+e....
Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan
undang-Lrndang, Yaitu :
a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
b) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani;
c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d) mendapatkan pelayanan kesehatan oan makanan yang layak;
e) menyamPaikan kelLlhan;
f) rnendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnYa Yang tidak dilarang;
g) mendapatkan upah atau premiatas pekerjaan yang dilakukan;
h) menerima kunjungan keluarga' penasehat hukum, atau orang
tertentu lainnYa;
i) mend.rpatkan pengurangan ma.sa pidana (remls4;
j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunJungi keluarga;
k) rnendapatkan pembebasan bersyarat;
l) mendapatkancutimenjelangbebas.
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4) Undang-Undang Republik tndonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia
Rasa tanggung jawab pemerintah untuk memaiukan dan
menegakkan Hak Asasi Manusia dan pembangunan hukum di Indonesia'
dan dengarr adanya desakan dari luar lerhadap pFmerintah RepLlblik
lndonesia agar permasalahan yang terjadidi dalam negeri' seperti perisiiwa
fanjung Priok. I imcr-t,mur agar dapat olryatakan n_eILlpa\an pelanggdran
HAM berat, sehingga kasLls ini dapat dibawa ke pengadilan HAM
lnternasional. Guna mengaiasi desakan itu' maka pemerintah lndonesia
secepat mungkin harus melahirkan undang-undang HAM dan undang-
undang pengadilan HAM sendiri, sehingga dengan demikian bagi 
pelaku-
pelaku tersebut dapat diproses di dalam negeri berdasarkan undang-
Lrndang yang ada.
. Adanya permasalahan tersebut di atas' ditambah lagi lndonesia
sebaqai salah satu anggota PBB' maka lndonesia harus mengikLlti
perkembangan jaman' yang mana setiap negara di dunia pada saat ini
selalu menanamkan nitalnilai HAM dalam pembuatan konstitusinya 
Oleh
karena itu, Pada tanggal23 September 1999 guna malaksanakan 
IAP MPR
No. )O/ll/MPR 1998 diberlakukanlah Undang-undang Rl Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM Undang-undang ini menegaskan dua hal 
yang sangat
prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Majda El-
Muhtaj,2009).
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Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi
seseoranq, dirnana pada ketentuan umum pasal 1 ayat (4) menyalakan
bahwa:
'PpnviAsaan adatah seliap pehualan yang dilalukan dengan
seidala, seningga manimbul(an Iasd sahil alau pendettDan yartg
hebat. baik iasmant maupun rchani' pada seseorc"J. LtntLtk
^^-^d^lah ncnoaAtan alatJ keleraFga1 da4 sesearaFg alau udtl
;::;;i;'k;;;;;' ;;;;";-ii nshu *u nnvi ata s su atu perbuat an vansi;i;; ;;i;i'ri,", aiau a;dusia 
'"1p 
f,116Auran ateh seseotans atau
n'no ketioa aldu mengancam atau memalsa seseotang ald'u
^'''i^ t'"t^' atau unluh sua!u alasan yang dtdasatlan paodiir'.'o oiiux dis^:iminasi apabita rasa sakil alad pendettlaan
iJJJ,iT iiitiiii' alPh atas hasutan da'i densan persotdjLtan
'iiiu 
""p"ngutunuun "iapapun 
dan atau peiabat publik"'
Berdasarkan ketentuan pasal tersebui di atas' jika cjikaitkan dengan
UU Nomor'12 tah'rn 1gg5 Pasa]47 ayal2'yang mengaturtentang hLlkuman
disiplin bagj warga binaan pemasyarakatan yang melanggar disiplin' dan
kumpulan pdnsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada 
di
bawah bentuk penahanan apapun atau pemenja'aan' pade prinsip 6' sangaf
erat kaiiannya dan rnempunyai tujuan yang sama' yaitu pe indungan
terhadap narapidana dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang
yang dilakLlkan oleh Petugas'
Setiap orang berhak atas pengakuan' jaminan perlindungan dan
pedakLlan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
p€rlakLlan
yang sama di depan hukum Perlakuan yang sama di depan hukum adalah
merupakan hak narapidana Jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya 
maka
26
i
ii
I
I
tidak akan terjadi dikriminasi antara seorcng narapidana'
5)Peralulan-PeraluranLainyangTer(airdanBerpengalJnTelhaddp
' llri"J 
'"r"" 
-n'k Asasi l"'dnusia baqi Naraoroala dr Le-bdga
PemasYarakat
Banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi 
pedoman bagi
pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana 
di Leml'aga
Pemasyarakatan yang belsifat nasional' 
diantaranya:
aJ Peralu'an Pemdrintah Rl Nomor 28 tahun 
2006 teniarg
Pembahan Atas PeratLlran Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelasanaan 
Hak Warga Binaan
PemasYarakalan'
b) Keputusan Presiden Rl Nomor 174 tahun 19g9 tentang 
Remisi
c) Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nc : M 02 PK 04-10 
tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Narapidana/ 
Tahanan
' 
'n 
Rl No : N4 01 PK 04-10 tahun 
'1999
d) Keputusa' Menteri Kehakim
tentang Asimilasi' Pembebasan Bersyarat 
dan Cuti Menjelang
e)
Bebas.
Keputusan Menteri HukLlm dan Perundanq-undangan 
Rl No:
M.09.HN.O2-10 tentang Pelaksanaan 
Keputusan Presiden Rl No
174 tahun 1g99 tentang Remisi'
Keputusan Menteri Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia Rl No :
M.01.03.02 tahun 2001 tentang Cuti 
Mengunjungi KelLlarga Bagi
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 'lr Kerangka Pemikiran
Perlindungan HAN,4
bagi Narapidana
UU. No. 12
tahun 1995Pembinaan PP
HAM bagi
naraPidana
Hambatan pelaksanaan
perlindungan HA[/ bagi
narapidana waniia
Perlindungan HAN,l b3gi
nataPidana wanita
Rancangan Kebijakan
C. Definisi Operasional dan Konsep Variabel '
Definisi operasional dan konsep variabel dalam penelitian ini adalah
perlindungan HAN/ nalapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan
di Sulawesi Selatan. lni diukur dari segi:
1. Perlindungan HAM narapidana perempuan adalah sistem perlindungan
HAM narapidana perempuan dan model pembinaannya di Sulawesi
Selatan.
2. Narapidana perempuan adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan
di Sulawesi Selatan.
3- Lembaga PemasyaEkatan adalah wadah melakukan pembinaan
terhadap narapidana selaku warga binaan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi peneliiian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan 
dan
Rumah Tahanan dalam wilayah Sulawesi Selatan Dalam 
peneliiian ini
ditetapkan 6lokasi penelitian, yaitu: Rulan Kelas lB l\lakassar' Lapas 
Kclas ll
A Wanita Sungguminasa, Lapas Kelas ll B Takalar' Rutan Kelas 
ll B Barru'
Lapas Kelas ll B Pare-Pare, dan Rutan Kelas ll B Pinrang- Adapun 
waktu
penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dimulai bulan Februari 
sampai dengan
bulan Juni 20;4
B. Populasi dan SamPel 
.
PopLllasi penelitian ini adalah teluruh narapidana 
perempLlan yang ada
di Lembaga Pemasyarakatan dan rutan di daerah 
provinsi Sulawesi Selatan'
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
teknik tofal
sampling ala! penelitian populasi yakni teknik 
pengambilan sampel dimana
semua individu dalam populasi penelitian ini dijadikan sebagai
subjeuresponden penelitian Untuk lebih ieiasnya dapat diketahui 
pada table
3 '1 di bawah ini:
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Tabel 3.1.
Nama Lapas dan Rutan serta iumlah napi/tahanan
No Lapas/rutan Jumlah
napi/tahanan
1. lapas Wanita Kelas llA
Sungguminasa
107
2. Rutan Klas ll B Kab. Barru ,'1
3.
-Lapas 
Klas ll B Koia Pare-pare 10
4. Rutan Klas Il B Kab. Pinrang 13
5. Rutan Klas I Makassar 107
6. Lapas Klas ll B Kab. Takalar I
.lumlah
Sumber: Survey Lapangan 2014.
C. lndikaior/ Parameter
Adapun indikator pada penelitian iniialah:
'1. lmplementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lembaga
Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi Selatan.
Kondisi narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
di Sulawesi Selatan.
Kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana, khusLlsnya
narapidana perempuan.
2.
3.
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4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasl perlindungan
HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pernasyarakatan/Rutan di
Su{awesi Selatan.
D. Pendekatan dan Model Analisis
Metode pengLlmpulan data dalam penelitian ini adalah menggllnakan
algket. observas:. oan wawancgra. Aagket dalam pe'le'iha1 iri beruoa
seklmpulan pedanyaan tertutup yang telah dirancang sedemikian rupa oleh
peneliti. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan
terhadap keadaan Lapas yang berhubungan dengan sa€na dan prasarana
serta keadaan lain yang barkaitan dengan tema penelitian ini sedangkan
wawancara menqgunakan panduan wawancara yang bertujuan Llntuk menggali
lnformasi yang relevan dengan tema penelitian
Penoekatan peneliti 1n ini adalah pendexaror mt'!ed melnad ya.J
pembahasan dengan menerapkan dLla metode sekaligus untuk menggunakan
pendekatan lntegrative, agar rnampu memeroleh pemahaman yang lebih baik
(Creswell, 2010).
Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel
dengan menggLlnakan analisis kuaniitatif dan kualitatif
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Implementasi Pedindungan HAM narapidana p€rempuan di
Left baga Pemasyarakatan/Rutan
Untuk nrengetahLi gambaran deskriptif imptementasi perlindu|gan HAM
narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/rutan dapat dirlncikan
pada 12 k teria.
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
Tabel4.l.
Kesempatah menialankah lbadah
lnterval Pilihan Frekuensi Pelsentase
(%l
Kategori
5f-100 Ya 94,4./. Tinggi
0-50 Tidak 4 1,6% Rendah
total 257 100./.
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 253 orang (98.4%)
rnengaku dapai melakukan jbadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Hanya sebanyak 4 orang (1,6%) merasa tjdak
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. lni
menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek pelaksanaan
ibadah sesuai agama dan kepercayaan tergolong tinggi.
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b) MendaPatkan Perawatan jarmani
Tabel 4 2
Perawatan Jasmani dan Rohani
lnterval Pilihan Frekuedsi Persentase$l Kategori
51-100 Ya 249 96,9% TinggiI 3,1% Rendah0-50 Tidak
total 257 100%
sim---ber Data: Angkei Penelitian, 2014
'label4.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 249 orang (96'9%)
mengaku mendapat perawatan jasmani yang layak ' Hany6 sebanyak 8
o€ng (3,1%) merasa tidak tidak mendapatkan per;watan jasmani yang
layak. lni menggambarkan bahwa in;plementasi HAM pada aspek
perawatan jasmani tergolong tinggi
c) l\,4endapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak
Tabel 4.3
Pendidikan dan Pengajara[ yang Layak
lnterval Pilihan Frekuensi Persentase(%t
Kategori
51-100 Ya 60 23,3% Tinggi
0-50 Tidak 197 76,7% Rendah
total 257 1000/0
SumEefu ata; Angket Penelitian' 20 14
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 60 orang (23'3%)
rnengaku mendapat pengajaran dan pendidikan yang layak ' Sebanyak 197
oang (76,7o/") merasa tidak tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
yang layak. lni menggambarkan bahwa implementasi HAM pada aspek
pendidikan dan pengajaran tergolong rendah-
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak
Tabel4.4.
Pelayanan Kesehatan Medis
lnterval Pilihan Frekuensi Peasentase
(%t
Kategori
51-'100 Ya 235 91.4% Tinggi
0-50 Tidak a,6% Rendah
toial 257 100%
Sumber Datar Angket Penelitian, 2014
"fabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 235 orang
mengaku mendapat pelayanan kesehatan medis yang layak
sebanyak 22 olang (8,6%) merasa tidak mendapatkan pelayanan
medis yang layak. lni menggambarkan bahwa implementasi HAIM pada
aspek pelayanan kesehatan medis tergolong tinggi.
e) Mendapatkan layanan psikologiyang layak
Tabel 4.5
Layanan Psikologi
Pilihan Frekuensi Persentase
(%t
Kategori
101 35,3% Tinggi
Tidak 60,70/" Rendah
Total 257 1000/o
(s1,4%)
. Hanya
kesehatan
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 101 orang (39'3%)
mengaku mendapat layanan psjkologi yang layak . Sebanyak 156 orang
(60,7%) merasa tidak mendapalkan layanan psikologi yang layak lni
menqgambarkan bahwa implementasi HAM pada asp€k layanan psikologi
tergolong rendah.
f) Mendapatkan layanan makanan yang layak
Tabel4.6
LaYanan makanan
Pilihan Frekuensi Persentase(%) Kategori
Ya 252 98,5% Tinggi
Tidak 5 1,55% Rendah
Total 257 100%
SI ber Data: Angket Penelitian' 2014
Tabel 4.6 di atas menunjLlkkan bahwa sebanyak 252 orang (98'5'k)
mengaku mendapat layanan makanan yang layak Sebanyak 5 orang
(1,95%) merasa tidak mendapatkan layanan makanan. yang layak: lni
menggambarkan bahwa implementasi HAI\'4 pada aspek layanan makanan
tergolong tinggi
g) N4endapatkan layanan bimbingan spiritual/keagamaan yang layak
Tabel 4.7
Layanan Bimbingan Spiritual/keagamaan
Pilihan Frekuensi Persentase$l Kategori
'105 40,s% Tinggi
152 59,1o/o Rendah
total 257 1layo
Simber Data: lngket Penelitian, 2014
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Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak '105 orang (40,9%)
mengaku mendapat layanan bimbingan spiritual/keagamaan yang layak.
Sebanyak '152 orang (59,1%) merasa tidak mendapatkan layanan bimbingan
spiritual/keagamaan yang layak. lni menggambarkan bahwa implementasi
HAM pada aspek layanan bimbingan spiritual/keagamaan te.golong rendah.
h) Menyampaikan keluhan kepada petugas
Tabel4.8
Penyampaian keluhan kepada petugas
Pilihan Frekuensi Persentase
(%l
Kategori
Ya 202 78,60k Tinggi
Tidak 55 21,4% Rendah
Tolal 1000/"
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 202 otang (7a,6ah)
mengaku dapat menyampaikan keluhan yang layak kepada petugas.
Sebanyak 55 otang (21,4a ) merirsa tidak dapat menyanpaikan keluhan
yang layak kepada petugas. lni menggambarkan bahwa implementasi HAM
pada aspek penyampaian keluhan kepada petugas tergolong tinggi.
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i) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnYa
Tabel 4.9
Layanan Bahan bacaan dan media massa
Pilihan Frekuensi Persentase
\%)
Kategori
96,1% Tinggi
I rdaK 11 3,9% Rendah
Total 257 100%
Simber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 247 oang (96'1%)
mengaku mendapat layanan bahan bacaan dan media massa 
yang layak '
Sebanyak 11 orang (3'9%) merasa tidak mendapatkan layanan bahan
bacaan dan media massa yang layak lni menggambarkan bahwa
implementasi HAM pada aspek layanan bacaan dan media 
massa iergolong
tinggi.
j) N4endapatkan upah atas kerajinan tangan yang diiakukan
Tabel410
Mendapatkan upah atas ketaiinan tangan
Pilihan Frekuensi Persentase(%t
Kategori
Ya 114 44,4'/. Tinggi
55,6% RendahTidak 143
Total 257 1000/o
s-umber Data: Angket penelitian, 20'14
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Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 114 otang (44,4%)
mengaku mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dihasilkan.
Sebanyak 143 orang (55,6%) merasa tidak mendapatkan upah atas
kerajinan tangan yang dihasilkan. lni menggambarkan bahwa implementasi
HAM pada aspek mendapatkan upah atas kerajinan ta.gan yang dihasilkan
iergolong rendah.
k) D;berika'l waktu luang meneri.na kunjungan keluarga.per,asehat
hokum atau orang tertentu lainnya
Tabel4.11
WaKu luang menedma kunjungan, penasehat hokum,
dan orang tertentu lainnya
Pilihan Frekuensi Persentase
(%t
Kategori
Ya 245 953% Tingqi
Tidak 12 4,7% Rendah
Tota' 257 1000/"
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.11 di alas menunjukkan bahwa sebanyak 245 orang (95,3%)
mengaku mendapatkan memperoleh waKu luang menerima kunjungan.
Sebanyat( 12 otang (4,7Va) merasa tidak mendapatkan waktu luang
menerima kunjungan. lni menggambarkan bah\,va implementasi HAM pada
aspek mendapatkan waktu luang menerima kunjungan tergolong tinggi.
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l) Mendapatkan kesempatan
menquniungi keluarga
berasimilisi termasuk dan
Tabel4-12
Mendapatkan kesempatan berasimilasi' culi dan kuniungan 
keluarga
Iabel 4.12 di aias menunjukkan bahwa sebanyak 60 orang (23'3%)
mengaku mendapatkan kesempatan berasimilasi' 
cuti dan kuniungan
keluarga. Sebanyak 197 orang (76'7%) merasa ticak mendapatkan
mendapatkan kesempatan be'asimilasi' cuti dan kunjungan keluarga 
lni
menggambarkan bahwa implementasi HAtvl pada aspek 
mendapatkan
kesempatan be€similasi, cuti dan kunjungan kelLlarga tergolong 
rendah'
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua 
belas
item kriteria pe indungan HAM pada narapidana 
perempuan di lembaga
pemasyarakatankutan, ada sebanyak lima item kriteria 
yang perlu
mendapatkan perhatian dan perbaikan' yaitu: Pendidikan 
dan pengajaran yang
layak, pemberian bantuan dan layanan psikologi' 
pemberian bimbingan
spiritual/keagamaan mendapatkan upail aias kerajinan 
tangan yang dilakukan' dan
mendapalka'1 lesempalal be'asim lis' te'rrasuk culi 
dan mengun;ulgi
keluarga
FrekuensiPilihan
Tinggi
Tidak
Sim$fu;ta Angket Penelilian' 2014
2. Kondisi narapidana permpuan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
Untuk mengetahui gambaran kondisi narapidana perempuan dl
Lembaga pemasyarakatankutan dapat dirincikan pada empat kriteria, yaitu
kondisi psikoiogi, kondisi fisik, kondisi social, dan kondisi spirilual.
a) Kondisi psikologis nap, perempuan selama di lapas
Tabel4.13
Kondisi psikologis narapidana perempuan di leinbaga
PemasYarakatan/rutan
Pilihan Frekuensi Persentase
("/t
Kategori
Sangat Baik 21 8,2% Tinqgi
Baik 84 32,7% Sedang
Kurang baik 149 57,9% Rerdah
Tidak Baik 3 Sangat
Rendah
257
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tabel 4.13 di.atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 o.ang (8'2o/a)
kondisi psikologis narapidana perempuan lergolong sangat baik' 84 orang
(32,7%) te.golong baik, 149 olang (57,9%) tergolong kurang baik, dan 3
orang (1,2%) tergolong tidak baik. Data tercebut menunjukkan bahwa kondisi
psikologis narapidan perempuan tergolong rendah. lni menunjukkan bahwa
kondisi psikologi narapidana perlu mendapatkan perhatian yang serius
b) Kondisi Kesehatan flsk narapldana perempllan selama di lapas/rutan
4A
Tabel4.14
Kondisi kesehatan fisik narapidana perempuan
Tabel 4.14 di atas menunjLlkkan bahwa sebanyak 72 
oftt\g \28'1Yo)
kondisikesehatanfisiknarapidanaperempL]antergolongsangatbaik'185
orang (71,9%) tergolong baik Data tersebut menLlnjLlkkan 
bahwa kondisi
kesehatan flsik narapidan perempuan tergolong 
rendahtinggi'
c) Kondisi pergaulan socialnapi perempuan selama dl lapas
Tabel 415
Kondisi pergaulan sosial narapidana perempuan
Tabet 4.15 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 208 
orang (80'9%)
kondisi pergaulan social dalam lingkLlngan lembaga 
narapidana perempuan
tergolong sangat baik' 49 orang (19'1%) Data tersebut menLlnjukkan 
bahwa
KategoriFrekuensiPilihan
Sangat Baik
Kurang baik
Tidak Baik
ffiS"t o"t";;aA P"nelitian 2014
FrekuensiPilihan
Sangat Baik
a% | Rendah
Tidak Baik
stmber a,ata: A-nsket Penelitian' 2014
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kondisi pergaulan social dalam lingkungan lembaga narapidana perempuan
tergolong sangat baik.
d) Kondisi spiritual keagamaan yang nyaman
Tabel 4.16
Kondisi kenyamanan spirif 'al/keagamaan
Pilihan Frekuensi Persentase
(%t
Kategori
Sangat Baik 107 41,7% Iinggi
Baik 149 57p% Sedang
Kurang baik 0A% Rendah
Tidak Ba;k 0 0o/o Sangat
100
Sumber Data: Angket Penelitian, 2014
Tab:l 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 107 otang (41,7%)
kondisi kenyamanan spiritual/keagamaan dalam lingkungan lembaga
narapidana perempuan tergolong sangat baik, 149 orang (57,9%) 1 orang
(0,4%) tergolong kurang baik. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi
kenyamanan spiritual/keagamaan dalam lingkungan lembaga narapidana
perempuan tergolong baik.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari empat aspek
kondisi narapidana perempuan, maka kondisj psikologi perlu mendapatkan
perhatian.
3. Kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemsyarakatan/Rulan
Berdasarkan hasil observasi mengenai keadaan sarana dan
prasarana lapas,/rutan, maka dapat diketahui seperti pada table dibawah ini:
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' fabet 417
Keadaan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
No Sarana/prasarana
Keadaan Keleranqan
SB B KB STB
'1 l-astlt!as loaoan
(Masiid. qereia)
X
2 Fasilitas Kesehatan
(obat-obatan, klinik,
p3k. dll)
X Peasediaan
terbatas
3. Fasilitas Olahraga X
4. Fasililas
Pelaiihan/KeleramPilan
(mesin jahlt, masak-
memasak, bahan
keraiinan tanqan
X
5. Fasilitas lainnya
(ruangan kunjungan,
toko jualan, wartel,
N4KC
X
Data observasi,2014
Hasil observasi menunjukkan bahwa pada dasarnya sa'ana dan
prasarana yang tersedia di lembaga pemasyarakatan/rutan telah tersedia
dan dalam keadaan representative. Namun demikian sarana dan prasarana
tersebut amat te6atas jika dibandingkan dengan jumtah penghuni
narapidana perempuan. SeperU kondisi pada Rutan klas llVJakassar'
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan
HAM narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
Berdasarkan hasil wawancara petLlgas lapas/ftltan dapat diketahui
beberapa factor pendukung dan penghambat mengenai implementasi
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perlindungan HAI\.4 narapidana. Adapun factor-faktor yang djmaksud adalah
sebagai berikut:
a) Anggaran
Menurutnya anggaran merupakan faktor utama yang sangat
mendukung program pembinaan para narapidana. Ole:, karena dalam
nrenyediakan bahan-bahan kebutuhan lembaga seperti peralatan,
lebut.rhan sehari-harj seperti rnakan. Befuagai program pembinaan yang
lain seperti program kesenian, keterampilan, pendidikan dan lain-lain
sangat memerlukan anggaran yang sesuai/cukup. Kenda,a yang selama
ini dihadapi adalah karena terbatasnya anggga16n dari pemerintah.
b) Sumber Daya (Petugas)
Tenaga dan sumber daya yang tersedia di lembaga
pemasyarakatan dirasakan masih 
.perlu ditngkatkan kuantitas dan
kualitasnya. Secara kiantitas pemerintah seyogyanya menambahkan
lenaga personil yang lain secara perrnanen agar daoat me'nbantu proses
penyelenggaraan pembinaan narapidana secara optimal di lembaga
pemasyarakatan/rutan.
c) KaraKer narapidana
Menurutnya bahwa karakter narapidana sangat berbeda-beda.
I\4eraka semuanya orang-orang bermasalah. Kondisi seperti inl diperlukan
keterampilan ekstra atau kompotensi untuk menangani mereka. Namun
demikian jika narapidana sudah lerlatih selama di lembaga
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pemasyarakalan/rutan, maka mereka dapat membantu dan bekerjasama
dalam mengembangkan program-program pembinaan. I\lisalnyal
membuat kelompok bimbingan dimana narapidana yang sudah terampil
dapat membantu rekan-rekan napiyang lain
d) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang lerbatas membuat lembaga
pemasyarakatan/iutan kesulitan mengimplementasikan program-program
pembinaan. Namun demikian pembinaan terus dijalankan secala optimal
dengan memanfaatkan sarana{an prasarana yang tersedia.
e) Kepedulian lembagalembaga lain
Untuk mendukung program-program pembinaan dari berbagai
aspek sebagai implementasi daripada perlindungan dan pemenuhan
HAM narapidana perempuan, dibutuhkan perhatian dan kepedulian
daripada .. lembagalembaga lain yang terkait. Lembaga
pemasyarakatan/rutan kesulitan dalam bebrapa hal seperti: pendidikan
dan penajaran, terapi psikologi, dan lainlain. Oleh karena itu dibutuhkan
kepedutian pada lembaga-lembaga yang terkait.
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B. Pembahasan
Berdasaftan data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
perlindungan HAM narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/Rutan
ternyata dari dua belas item kriteria lmplementasi perlindungan HAIM yang
diedarkan, ada lima kriteria implementasi perlindungan HAM pada narapidan.
pere,.npuan yang helum berjalan secara opiimal, yaitu: a) pendidikan dan
oenqa'aran yang layak. b) pemberian DantJan oan layanan psikologi, c)
pemberlan bimbingan spiritLlal/keagamaan, d) mendapatkan upah atas
kerajinan tangan yang dilakukan, dan e) mendapatkan kesempatan berasimilasi
ternrasuk cuti dan mengunjungi keluarga.
Adapun ketujuh kriteria imptemen{asi perlindungan HAM bagi
narapidana perempuan yang sudah berjalan dengan baik adalah a) melakukan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, b) perawatan jasmani, c)
rnendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layai, d) mendapatkan
layanan makanan yang layak, e) menyampaikan keluhan kepada petugas, f)
bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya, serta g) diberikan
waktu luang menerima kunjungan keluarga, penasjhat hukum atau orang
teftentu lainnya.
Terkait dengan hal tersebut, maka kelima kriteria implementasi
perlindungan HAI\,4 bagi narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian
agar perlindungan HAM bagi narapidana perempuan dapal berjalan secara
optimal. Walaubagaimanapun perlindungan HAM bagi narapidana merupakan
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hak-hak mereka yang sepatutnya mereka dapatkan seperti yang diamanahkan
dalam UU Rl no. 12 tahun 1995. Datunsolang (2013) menyebutkan bahwa
Perlindungan HAM sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan rasa tanggung
jawab bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan pemasyarakatan. Karena bagaimar,apun juga mereka memiliki kedudukan
dar peran yang sangat strategis dalam rnewujudkan tujuan Negara lndonesia
vang adi oan berkemakmura4 serta makrrur dln berkeadildn Bahkan secara
spesifik perlu ada perlakLran khusus teftadap narapidana perempuan Dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah disebutkan bahwa diskriminasi
terhadap perempuan adalah melanggar hak-hak atas penghormatan terhadap
martab.t manusia, merupakan rintangan bagi keikutsertaan perempuan atas
syarat-syarat yang sama dengan pria dalam kehidupan dirinya dan potensi
pengembangan diri dan kemanusiaan (Badan Penelitian dan Pengembangan
HAf,4 K-^menterian Hukum dan HAtvl Rl,2010).
lmplementasi perlindungan HA[.4 yang tidak berjalan secara optimal
akan mempengaruhi kondisi atau keadaan narapidana pada lembaga
pemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui melalui hasil analisis data dari
kuesioner yang telah diedarkan mengenai kondisi narapidana perempuan pada
lembaga pemasyarkatan/rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat
aspek kondisi/keadaan narapldana perempuan' yaitu aspek kondisi fisik'
osikoloqis, sosial, dan spiritual, maka kondisi/keadaan psikologi narapidafa
perempuan mengalami permasalahan yang serius dan perlu mendapatkan
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perhatian khusus. Temuan ini sejalan dengan hasir penelitian yang telah
dilakukan oleh Ahmad (2013) bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
banyak mengalami gangguan psikologi oleh karena kurangnya inleNensi
psikologi dan spidtual yang memadai. Wa'aopun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kondisi/keadaan spiitual nampak berjalan dengan baik,
namun hanya sekadar ritualnya saja. Aspek pendampingan dan bimbingan
na"ih dirasaPan ku'ang oleh Narangan na'apidana perempuan sepeni ydng
telah diuraikan sebelumnya.
Harus diakui bahwa kondisi/keadaan lembaga pemasyarakatan dan
rumah tahanan di Sulawesi selatan berdasarkan hasil observasi menunjukkan
dalam keadaan representative. Keadaan sarana dan prasarananya sudah
rnenunjang dengan baik. Meskipun demikian diperlukan adanya penambahan
fasilitas. \.4isalnya perluasan area rumah lahanan khususnya di Rutan Kelas I
Makassar. WalaLrpun kondisinya sangat representative, namun penyediaa; sel
tahanan terasa kurang karena jumlah tahanan dan kapasitas rumah tahanan
tidak berimbahg.
lmplementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan dapat
berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa hal seperti: penyediaan
anggaran yang cukup dan dapat disalurkan tepat waktu. Bagaimanapun,
anggaran merupakan modal yang sangat penting dalam mendukung
terlaksananya program-program pembinaan di lembaga pemasyaEkatan/rutan
4B
Disampin itu pefugas lapas dituntut professional dan lurut bertanggung 
jawab
dalam membina narapidana sepe'ti yang diamanahkan undang-undang'
Hal lain yang turut mendukung tedaksananya perlindungan FIA["] bagi
narapidana perempuan adatah keiersediaan sarana dan prasarana baik
pembinaan pendidikan maupun keterampilan Demikian pula halnya
karaktedstik dan kepribadian narapidana Sehingga tenaga psikolog'
rohaniawan dan tenaga edukasi diperlukan kehadirannya dalam pembiraan
bersama bagi naraPidana.
49
BAB V
KESIIUPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik suatu simpulan
1. lmplementasi Perlindungan HAI\,4 narapidana Perempuan pada Lembaga
Pemasyarakatan/Rutan di Sulawesi selalan belLlm berjalan secara
optimal. Ada lima aspek kiteria yang perlu mendapatkan perhatian
khusus, yaitu: a) Pendidikan dan pengajaran yang layak, b) pemberian
bantuan dan layanan psikologi, c) pemberian bimbingan
spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang
dilakukan, dan e) mendapatkan kesempatan berasimilisi termasuk cuti
dan mengunjungi keluarga.
2. Kond;si I-isik, sosial, dan spiritual narapidana perempuar selama di
Lapas pada sudah berlangsung dengan baik, namun pada aspek
psikologis rnereka perlu mendapatkan perhatian khusus.
3. Sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan masih perlu
mendapat pefiatian untuk penambahan secara kuantitas.
4. Ada lima aspek yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
perlindungan HAM pada napi perempuan, yaitu:Anggaran, Sumber daya
' (petlrgas), Karakter narapidana, Sarana dan plasarana, Kepedulian
lembaga-lernbaga lain
50
B. Rekomendasi Kebijakan
Hasil penelitian ini merekomendasikan empat hal' 
yaitu:
1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana lembaga pemasya'akatan/rutan
untuk mendukung impiementasi perlindungan HAM bagi 
narapldana
perempuan di lembaga pemasyarakatan'
2. Menqgalakkan gerakan peduli dan bina narapidana perempuan 
kepada
pihak lembaga-lcmbaga yang terkait seperti lembaga pendidikan'
psikolog, Balai Latihan Kerja dan rohaniawan untuk meinberikan
pembinnaan pada narapidana perempuan di lembaga
PemasYarakatan/rutan'
3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan pada narapidana 
perempuan
terLltama datarn bidang psiko splrilual dan keterampilan 
(sk/''
4. Menyediakon dan mengembangl'an profesionalisme petugas 
lembaga
pemasyarakatan/rutan dalam upaya penegak;n dan perlindungan 
HAM
bagi narapioana perempuan secara holistik'
c. lmplikasi Kebiiakan
Adapun implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang rePresentatif 
dapat
menciptakan narapidana perempuan lebih tertib' teratur 
dan disiplin
2. Dapat membantu atau mempermudah narapidana perernpuan 
untuk
' 
mengekspresikan dirinya sesLlai dengan kompetensi 
yang dimilikinya'
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Terbinanya kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga
pendidikan, lembaga psikologi, balai latihan dapat membanlu dalam
hal pemenlrhan hak-hak pendidjkan, intervensi psiko'ogi, dan
penegmbangan skill atau keterampilan bagi narapidana perempuan.
4. Petugas lembaga pen€syarakatan lebih professional dan lebih
kompeten dalam memberikan pembinaan maopun pelayanan
terhadap narapidana perempuan.
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